
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  8  TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik 
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-
rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041); 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1967); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan 
Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan 
Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3237); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan 
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761); 
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25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri 
E); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 
Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 1); 

33.  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 42), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, diubah sebagai berikut : 

17.  Barang Milik Daerah yang Dipisahkan adalah Barang Milik 
Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang 
dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah 
yang belum berstatus Perseroan Terbatas. 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (5), dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut : 

Pasal 25 

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa : 

a. sewa; 

b. pinjam pakai; 

c. kerjasama Pemanfaatan; dan 

d. bangun guna serah dan bangun serah guna. 

5. Judul BAB XI Bagian Kedua Paragraf 4, diubah sebagai berikut : 

Paragraf 4 

Kerjasama Pemanfaatan 

6. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b, diubah sebagai berikut : 

b.  selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari           
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

8. Ketentuan Pasal 46 ayat (2), diubah sebagai berikut : 

(2) Pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat 
persetujuan Gubernur.  

9. Ketentuan Pasal 58, diubah sebagai berikut : 

Pasal 58 

(1) Hibah barang milik Daerah berupa: 
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a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala 
SKPD kepada Gubernur;  

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dihibahkan; 

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh 
Kepala SKPD kepada Gubernur; dan 

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan 
DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 45 ayat (2). 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bernilai 
di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan 
DPRD. 

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan 
oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola. 

10. Ketentuan Pasal 59, diubah sebagai berikut : 

   Pasal 59 

Hibah barang milik Daerah berupa  selain tanah dan/atau bangunan 
yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD. 

11. Ketentuan Pasal 64, diubah sebagai berikut : 

Pasal 64 

(1) Direksi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah 
bertindak sebagai Pengguna Barang yang berwenang dan 
bertanggungjawab  atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang 
dipisahkan dalam lingkungannya. 

(2) Kepala Biro Pengelola Barang Daerah sebagai Pembantu 
Pengelola Barang bertanggungjawab atas terselenggaranya 
koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang 
dipisahkan di lingkungan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha 
Milik Daerah. 

12. Ketentuan Penjelasan Pasal 9 ayat (5), dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Provinsi  Jawa Barat. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal  23 Agustus 2010 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

                   ttd 

 

 

AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal  23 Agustus 2010 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA BARAT, 

 

ttd 
 

LEX LAKSAMANA 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN  NOMOR  8 SERI E. 

 

                   Salinan sesuai dengan aslinya 

        SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

                   Kepala Biro Hukum dan HAM, 

 

 

                            Yessi Esmiralda 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  8  TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

I. UMUM. 

Pengelolaan barang milik Daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan 
keuangan Daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel, 
diperlukan komitmen bersama serta adanya perubahan paradigma pola pikir serta 
perilaku yang lebih mendukung terciptanya tertib pengelolaan barang milik Daerah. 

Pengelolaan barang milik Daerah merupakan rangkaian kegiatan (siklus logistik) 
dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, 
penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; 
pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; 

pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan barang milik Daerah hendaknya 
tidak diasumsikan hanya sebagai rangkaian logistik semata, akan tetapi merupakan 
suatu upaya yang sistematis dalam rangka mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengelolaan barang 
milik Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan langkah-langkah yang akan 
dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka tertib administrasi dan 
tertib pengelolaan barang milik Daerah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan 

akuntabilitas Daerah. 

 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah telah diklarifikasi Menteri Dalam Negeri, khususnya berkaitan dengan 
beberapa hal yang menurut Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/20/SJ 

tanggal 5 Januari 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah. 

 Oleh karena itu, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
merupakan conditio sine qua non, untuk lebih memberikan jaminan dan kepastian 
hukum bagi seluruh pelaksana pengelola barang Daerah melalui asas fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 
 

  II. PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal I 

 Angka 1 

  Cukup jelas 

 Angka 2 

Standarisasi sarana dan prasarana kerja bagi Anggota DPRD tidak diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 
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Angka 3 

  Ketentuan Pasal 12 ayat (2) duplikasi dengan ketentuan Pasal 4. 

Angka 4 

Disesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Angka 5 

  Cukup jelas 

Angka 6 

  Cukup jelas 

Angka 7 

Disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Angka 8 

Disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Angka 9 

Disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 

Angka 10 

Disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Angka 11 

Disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 jo. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Angka 12 

  Cukup jelas 

 

Pasal II 

Cukup jelas 
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